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Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep wakalah dalam perspektif tafsir dan hadis aḥkām, dan berangkat dari asumsi bahwa wakalah bukan sekadar konstruksi fiqh praktis, melainkan memiliki landasan normatif yang kuat dalam al-Qur’an dan Sunnah Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir aḥkām dan hadis aḥkām, disertai analisis ushul fiqh terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang merepresentasikan praktik perwakilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun al-Qur’an tidak secara eksplisit menggunakan istilah wakalah dalam seluruh ayat yang relevan, ayat-ayat seperti QS. an-Nisā’ [4]: 35, al-Kahf [18]: 19, dan Yūsuf [12]: 55 serta [12]: 93 mengandung prinsip-prinsip delegasi, pengutusan, dan penyerahan mandat yang secara substansial menjadi basis normatif wakalah. Penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa wakalah berorientasi pada maslahat, amanah, dan kompetensi wakil. Temuan ini diperkuat oleh hadis-hadis aḥkām tentang wakalah dalam jual beli, pelunasan utang, dan akad nikah yang secara eksplisit menunjukkan legitimasi syar‘i praktik perwakilan, sekaligus menetapkan batas kewenangan dan tanggung jawab wakil. Secara kritis, artikel ini menegaskan bahwa wakalah tidak dapat dipahami secara reduktif sebagai akad teknis semata, melainkan sebagai mekanisme hukum yang sarat nilai etis dan maqāṣidī, terutama dalam menjaga harta (ḥifẓ al-māl), mewujudkan kemudahan (taysīr), dan menjamin keadilan dalam relasi sosial. Dengan demikian, wakalah memiliki relevansi normatif yang kuat untuk dikontekstualisasikan dalam praktik muʿāmalah kontemporer, termasuk ekonomi dan perbankan syariah, selama prinsip amanah, kejelasan mandat, dan tanggung jawab hukum tetap dijaga.
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Abstract
This article examines the concept of wakalah from the perspective of tafsir and hadith aḥkām, and starts from the assumption that wakalah is not just a practical fiqh construction, but has a strong normative basis in the Qur'an and Sunnah. The method used is library research with the approach of tafsir aḥkām and hadith aḥkām, accompanied by an analysis of ushul fiqh on verses and hadiths that represent the practice of representation. The results of the study show that although the Qur'an does not explicitly use the term wakalah in all relevant verses, verses such as QS. an-Nisā' [4]: ​​35, al-Kahf [18]: 19, and Yūsuf [12]: 55 and [12]: 93 contain the principles of delegation, sending, and handing over of mandates which substantially become the normative basis of wakalah. The exegetes' interpretation of these verses emphasizes that wakalah is oriented towards the benefit, trust, and competence of the representative. This finding is reinforced by the aḥkām hadiths regarding wakalah in buying and selling, debt settlement, and marriage contracts, which explicitly demonstrate the sharia legitimacy of the practice of representation, while also establishing the limits of the representative's authority and responsibility. Critically, this article asserts that wakalah cannot be understood reductively as a merely technical contract, but rather as a legal mechanism laden with ethical values and maqāṣidī (obligatory actions), particularly in safeguarding property (ḥifẓ al-māl), realizing convenience (taysīr), and ensuring justice in social relations. Thus, wakalah has strong normative relevance for contextualization in contemporary muʿāmalah practices, including Islamic economics and banking, as long as the principles of trust, clarity of mandate, and legal responsibility are maintained.
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A. PENDAHULUAN
Wakalah merupakan salah satu akad mu‘amalah yang memiliki posisi penting dalam sistem hukum Islam, karena berkaitan langsung dengan mekanisme pendelegasian kewenangan, pengurusan kepentingan, serta pelaksanaan tindakan hukum atas nama pihak lain. Dalam praktik kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga, kebutuhan terhadap perwakilan menjadi keniscayaan, baik karena keterbatasan fisik, teknis, maupun pertimbangan kemaslahatan. Oleh karena itu, pembahasan wakālah tidak hanya relevan dalam konteks fikih klasik, tetapi juga memiliki signifikansi yang kuat dalam dinamika hukum Islam kontemporer.
Secara normatif, konsep wakālah telah dikenal dan dipraktikkan sejak masa awal Islam. Meskipun istilah wakālah tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam ayat-ayat al-Qur’an, praktik pengutusan, penyerahan mandat, dan perwakilan secara substansial banyak ditemukan dalam nash, baik dalam bentuk perintah, kisah, maupun ketetapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur’an memberikan legitimasi terhadap mekanisme perwakilan melalui pendekatan normatif yang bersifat umum (dalīl ‘āmm), sementara rincian operasionalnya dijelaskan dan dipraktikkan melalui sunnah Nabi Muhammad ﷺ.
Dalam khazanah fikih, para fuqahā’ sepakat bahwa wakālah merupakan akad yang disyariatkan (masyrū‘), dengan perbedaan pandangan pada aspek-aspek teknis tertentu, seperti sifat mengikatnya akad, ruang diskresi wakil, serta implikasi hukum apabila wakālah disertai imbalan (ujrah). Kesepakatan ini dibangun atas dasar dalil-dalil al-Qur’an, hadis-hadis sahih, serta praktik Nabi ﷺ dan para sahabat. Dengan demikian, wakālah tidak sekadar dipahami sebagai konsep teoritis, melainkan sebagai instrumen hukum yang hidup dan aplikatif dalam berbagai bidang mu‘āmalah.
Namun demikian, kajian wakālah sering kali dipersempit pada dimensi fikih transaksional semata, tanpa menggali secara komprehensif landasan tafsir ahkām ayat-ayat al-Qur’an yang relevan, makna mufradat kunci menurut tafsir otoritatif, serta analisis sanad dan matan hadis-hadis wakālah. Padahal, pendekatan integratif antara tafsir, hadis, dan istinbāṭ al-aḥkām sangat penting untuk memperlihatkan kekuatan legitimasi syar‘i wakālah sekaligus menjelaskan prinsip-prinsip normatif yang mengaturnya, seperti amanah, kompetensi, kejelasan mandat, dan pertanggungjawaban hukum.
Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep wakālah dalam Islam secara komprehensif dengan menitikberatkan pada: (1) penjelasan konseptual wakālah dalam fikih; (2) analisis tafsir ahkām ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung praktik wakālah, baik secara langsung maupun implisit; (3) kajian hadis-hadis wakālah melalui analisis sanad dan matan; serta (4) proses istinbāṭ al-aḥkām guna merumuskan implikasi hukum wakālah dalam perspektif fikih. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian fikih mu‘āmalah serta menegaskan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam dalam mengatur mekanisme perwakilan di berbagai ranah kehidupan. 

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-yuridis Islam, yaitu mengkaji dan menganalisis konsep wakalah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam yang bersifat otoritatif. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis ahkam yang berkaitan dengan wakalah, serta bahan hukum sekunder berupa kitab tafsir, kitab syarah hadis, dan literatur fikih muamalah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan penafsiran ayat dan pemahaman hadis tentang wakalah, mencakup pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, dan batasan penerapannya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai wakalah sesuai dengan tujuan syariat Islam

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. [bookmark: _Hlk220057337]Konsep Dasar Wakalah Dalam Islam
Dalam fikih klasik istilah وكالة bisa dibaca wakālah (fathah pada huruf wawu) atau wikālah (kasrah pada huruf wawu). Kalimat ini berasalah dari w.k.l (وَكَلَ – يَكِلُ – وِكَالَةً / وَكَالَةً). Kedua bacaan (fatah/kasrah) sama-sama sahih dan digunakan oleh para fuqaha. Kata ini bermakna menyerahkan atau  mempercayakan. Wakalah bisa dimaknai sebagai al-tafwidh, penyerahan suatu urusan kepada pihak lain, juga bisa dimaknai sebagai al-ḥifẓ, penjagaan atau pemeliharaan sesuatu dengan tanggung jawab penuh. 
Secara istilah para ulama mempunyai redaksi yang berbeda tetapi titik simpulnya, wakalah adalah suatu akad yang dilakukan antara dua pihak, di mana seseorang (al-muwakkil) memberikan wewenang kepada pihak lain (al-wakīl) untuk mengurus atau melaksanakan suatu urusan tertentu atas nama pihak yang memberi kuasa tersebut.  Dengan demikian, akad wakalah berimplikasi pada adanya pendelegasian wewenang yang sah secara hukum, selama tindakan yang dikuasakan tersebut termasuk dalam hal-hal yang dapat digantikan. Berdasarkan pengertian ini, wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian tugas yang secara hukum dapat digantikan kepada pihak lain untuk dilaksanakan selama pihak pemberi kuasa masih hidup. 
Dengan demikian, sebagai akad ke dua belah pihak, salah satu ketentuan pokok dalam adalah pernyataan ijab dan kabul yang diungkapkan secara jelas oleh kedua belah pihak sebagai bentuk manifestasi kehendak (irādah) mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Hal ini selaras dengan prinsip umum dalam hukum perikatan Islam bahwa setiap akad harus dibangun atas dasar tarāḍin minkum (kerelaan bersama) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Nisā’ [4]: 29.  
Sebagai akad di antara dua pihak (al-muawadhah), wakalah dapat dilakukan dengan atau tanpa imbalan, juga bisa dengan imbalan (bil ujrah). Wakalah bi al-‘iwāḍ/ujrah, wakalah dengan imbalan bersifat mengikat (lāzimah) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa kesepakatan kedua belah pihak, karena akad tersebut mengandung unsur ujrah (upah) yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik.  
Adapun rukun wakalah terdiri dari empat unsur utama, yaitu:  

1. Al-Muwakkil (pihak yang mewakilkan), 
2. Al-Wakīl (pihak yang menerima wakalah),
3. Al-Muwakkal bih (objek yang diwakilkan), dan 
4. Sīghah (lafaz ijāb dan qabūl)

B. Tafsir Ahkam Tentang Wakalah
Setelah memahami konsep dasar wakalah dari sisi terminologis dan normatif, bagian ini akan membahas landasan tekstual dalam Al-Qur’an dan hadis yang menjadi dasar hukum wakalah dalam Islam. Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menjadi legitimasi syar‘i yang menegaskan kebolehan dan tata cara penerapan wakalah dalam berbagai bidang muamalah.

A. Ayat-Ayat tentang Wakalah
Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, dalam tulisan ini tentang wakalah, ada yang bersifat umum (dalil umum) dan ada yang bersifat khusus (dalil khusus). Dalil umum yang dimaksud di sini adalah ayat yang membicarakan sesuatu secara garis besar, dan tidak membicarakan objek kajian secara spesifik dan rinci. Inilah ciri khas Al-Quran, membicarakan suatu hukum secara umum dan garis-garis besarnya saja. Hanya dalam hal-hal tertentu Al-Quran berbicara secara rinci objek hukum yang spesifik, misalnya wudhu, mahram, talak, waris, dan sebagainya. Sementara dalil khusus adalah ayat yang berbicara tentang  tema hukum secara spesifik dan rinci.  
	Jika dalil umum dan dalil khusus ini digunakan untuk melacak ayat-ayat tentang wakalah, maka yang didapati dalil-dalil umum. Ayat-ayat tentang wakalah berbiacara secara umum, tidak ada rincian yang spesifik. Bahkan, ada sebagian ayat, yang pada dasarnya ayat itu adalah ayat kisah, tetapi ketika ditarik ke dalam pembahasan wakalah, ia bisa dijadikan sebagai dalil umum tentang wakalah.  Dalam hal ini, ada bebarapa ayat yang berkaitan dengan wakalah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, tetapi bisa ditarik ke dalam konsep wakalah, yaitu:

1.  QS. An-Nisā’ 4:35

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا 
Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

2.  QS. Al-Kahf 18: 19

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَاۤءَلُوْا بَيْنَهُمْۗ قَالَ قَاۤىِٕلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْۗ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍۗ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْۗ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا 
Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.

3. QS. Yusuf 12:55

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَاۤىِٕنِ الْاَرْضِۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ 
Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.

4. QS. Yusuf 12:55

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا ۚوَأْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ࣖ 
Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat (kembali); dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

B. Makna Mufradat
Makna mufradat ini diambil dari kitab Wahbah az-Zuḥailī, Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), sebagai berikut: 

· شِقَاقَ بَيْنِهِمَا
Perselisihan yang mendalam dan berlarut-larut antara suami dan istri, yang menunjukkan adanya keterputusan hubungan dan sulitnya tercapai keharmonisan rumah tangga.

· حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
Dua orang penengah yang adil dan dipercaya, masing-masing berasal dari keluarga suami dan istri, yang diutus untuk menilai sebab konflik dan menentukan langkah ishlāḥ atau pemisahan secara bijak.

· إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
Apabila kedua hakam tersebut memiliki niat tulus untuk memperbaiki dan mendamaikan, bukan sekadar menjalankan formalitas atau membela salah satu pihak.

· بَعَثْنَاهُمْ
Kami membangunkan mereka dari tidur panjang sebagai tanda kekuasaan Allah dan bukti kebangkitan setelah kematian.

· اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ
Permohonan Nabi Yusuf untuk diberi amanah mengelola perbendaharaan negara karena adanya kebutuhan mendesak akan kepemimpinan yang kompeten.

· إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
Memiliki sifat amanah dalam menjaga harta negara dan memiliki pengetahuan serta keahlian dalam pengelolaan ekonomi dan administrasi.

· بِقَمِيصِي هَذَا
Baju Nabi Yusuf yang dijadikan sarana (wasīlah) oleh Allah untuk mengembalikan penglihatan Nabi Ya‘qub.

C. Asbabun Nuzul Ayat Wakalah
1. Asbāb al-Nuzūl QS. An-Nisā’ (4): 35
Ayat ini turun dalam konteks pengaturan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga (nushūz dan shiqāq) yang terjadi di tengah masyarakat Muslim Madinah. Para mufassir menjelaskan bahwa ayat ini tidak turun untuk satu kasus individual tertentu, melainkan sebagai pedoman normatif umum dalam menangani perselisihan suami-istri yang telah mencapai tingkat konflik serius. 
Menurut riwayat yang dikemukakan oleh Ibn ‘Abbās, ayat ini berkaitan dengan suami-istri yang saling menuduh dan dikhawatirkan tidak dapat berdamai sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan pihak ketiga yang adil dari kedua keluarga.  Dengan demikian, fungsi ayat ini adalah preventif dan kuratif, yakni mencegah perceraian tergesa-gesa serta mengupayakan ishlāḥ sebelum talak dijatuhkan. Wahbah az-Zuḥailī menegaskan bahwa perintah mengutus dua orang ḥakam menunjukkan legalisasi intervensi keluarga dan masyarakat dalam konflik rumah tangga, serta menolak anggapan bahwa urusan rumah tangga bersifat privat mutlak tanpa kontrol nilai syariat. 

2. Asbāb al-Nuzūl QS. Al-Kahf (18): 19
Ayat ini tidak memiliki asbāb al-nuzūl khusus dalam pengertian sebab turun berupa peristiwa kontemporer dengan Nabi ﷺ. Ayat ini merupakan bagian dari kisah Ashḥāb al-Kahf, yang diturunkan sebagai jawaban terhadap pertanyaan kaum Quraisy yang diajukan atas saran kaum Yahudi Madinah.  Menurut riwayat yang sahih, orang-orang Quraisy mengutus al-Naḍr bin al-Ḥārith dan ‘Uqbah bin Abī Mu‘īṭ untuk bertanya kepada ulama Yahudi tentang Muhammad ﷺ. Mereka disarankan untuk menguji Nabi dengan tiga pertanyaan, salah satunya tentang para pemuda yang tertidur di gua. ² Maka turunlah Surah al-Kahf secara bertahap sebagai jawaban, dan ayat ke-19 ini menjelaskan fase ketika mereka dibangunkan kembali.

3. Asbāb al-Nuzūl QS. Yūsuf (12): 55
Ayat ini juga tidak memiliki sebab turun dalam bentuk peristiwa historis pada masa Nabi Muhammad ﷺ, karena ia merupakan bagian dari kisah historis Nabi Yusuf. Para ulama sepakat bahwa ayat-ayat kisah dalam Surah Yusuf diturunkan sebagai tasliyah (penghibur) bagi Nabi ﷺ pada masa tekanan dakwah di Makkah. Permintaan Nabi Yusuf untuk mengelola perbendaharaan Mesir muncul setelah ia berhasil menakwilkan mimpi raja dan membuktikan integritas moralnya. Ayat ini mengandung legitimasi syar‘i bagi permintaan jabatan berdasarkan kompetensi dan amanah, bukan ambisi pribadi. 
4. Asbāb al-Nuzūl QS. Yūsuf (12): 93
Ayat ini merupakan lanjutan dari kisah Nabi Yusuf dan tidak memiliki asbāb al-nuzl khusus dalam pengertian teknis. Ia menggambarkan momen klimaks rekonsiliasi keluarga Nabi Ya‘qub dan anak-anaknya. Penggunaan baju Nabi Yusuf sebagai sarana kembalinya penglihatan Nabi Ya‘qub dipahami oleh para mufassir sebagai karāmah dan mukjizat, serta simbol berakhirnya kesedihan panjang akibat perpisahan. Ayat ini diturunkan sebagai penguatan iman kaum Muslimin terhadap pertolongan Allah setelah penderitaan . 

D.  Kaitan Ayat dengan Konsep Wakalah 
1, QS. An-Nisā’ 4:35 (Mediasi Keluarga)
Redaksi ayat: فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا, “utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan”, merupakan redaksi wakalah secara tidak langsung, meskipun tidak ada kata w.k.l dalam ayat itu. Ayat ini menegaskan prosedur perwakilan (wakalah) yang sifatnya mediasi, yakni  kedua penengah yang diutus berperan sebagai agen perbaikan (wakīl) bagi keluarga masing-masing. Satu wakil dari pihak laki-laki (suami), satu lagi pihak perempuan (istri). Dalam fiqh muamalah, tindakan mengutus penengah mencerminkan penggunaan wakalah secara tidak formal, yaitu pemberian kuasa kepada pihak ketiga untuk bertindak sebagai wakil dalam proses musyawarah, negosiasi, dan rekonsiliasi. Selain itu, ayat ini menegaskan prinsip prioritas islah (perbaikan) melalui perwakilan keluarga sebelum langkah hukum yang lebih keras diambil.  
Ada bebarap point yang bisa ditarik dari ayat ini: 
                 1. Penunjukan wakil untuk fungsi mediasi memenuhi unsur-unsur wakalah
                 2. Adanya pihak yang memberi kuasa (muwakkil), dari pihak suami dan istr, 
                 3. Adanya wakīl yang diberi tugas khusus (penengah/negosiator) 
                 4. Objek tugas jelas (mencapai islah)

2. QS. Al-Kahf: 19 (Kisah Penghuni Gua, Praktik Pengutusan Agen)
Redaksi ayat فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ, “Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini..” Ayat ini berbiacara tentang Penghuni Gua (ashabul Kahfi) yang ketika terbangun, mereka mengutus salah satu di atara mereka dengan membawa waraq (uang perak) ke kota untuk membeli makanan. Ketika sekelompok orang mengutus seorang utusan untuk bertindak atas nama mereka dalam urusan pasar, praktik itu persis menyerupai transaksi wakalah dagang, yakni pemberian kuasa kepada wakīl untuk melakukan pembelian, menilai kualitas produk, dan bertindak dengan taktik (lemah lembut, rahasia) demi maslahat kelompok.  
Ayat ini setidaknya menyiratkan bebarapa hal, yaitu: 
1. Mensyaratkan transparansi mandat/objek (berapa uang yang dibawa, tujuan pembelian)
2. Perwakilan dalam hal ini adalah delegasi wewenang komersial dan sosial yang sah asalkan mandatnya jelas dan tidak melanggar syariat. 
3. Integritas wakīl (agar tidak menipu), dan Kewajiban pelaporan kepada muwakkil.

3. QS. Yusuf 12:55 (Menjadi Wakil Pengelola Perbendaharaan Negara)
Redaksi ayat: 
اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَاۤىِٕنِ الْاَرْضِۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ 
“Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.
Konteks ayat ini adalah permintaan Yusuf untuk diangkat sebagai pengelola perbendaharaan negara ketika Mesir –sesuai ramalan Yusuf, akan mengalami paceklik. Meskipun ayat ini adalah ayat kisah, tetapi bisa dijadikan sebagai dalil umum tentang wakalah, yakni Yusud menjadi wakil untuk mengelola perbendaharaan negara. Dengan kata lain, ayat ini beririsan kuat dengan konsep tanggung jawab amanah dalam wakalah pada level negara. Di sini Yusuf menawarkan diri sebagai wakil administratif yang memikul amanah (ḥifẓ al-māl) dan menggunakan keilmuan (ʿilm) untuk pengelolaan.  
Ayat ini juga sekaligus berbicara tentang kriteria seorang wakil, yakni frasa ḥafīẓ ‘alīm حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ  sebagai indikator dua dimensi kepemimpinan yang ideal, yaitu: 

1. Integritas (menjaga amanah); seorang wakil mesti orang yang amanah dan 	mempunyai integritas tinggi, dan wajib menjaga barang atau materi yang 	diwakilkan kepadanya.
2. Kompetensi (pengetahuan administrasi), seorang wakil juga mesti orang yang 	mempunyai ilmu yang berkaitan dengan objek yang diwakilkan. Sebab, ia 	bertanggung jawab terhadap apa yang diwakilkan itu. Seorang wakil atau 	orang yang mendapat mandat tak mungkin bisa mempertanggungjawabkan 	sesuatu objek yang diwakilkan jika ia tidak mempunyai ilmu tentang sesuatu 	itu. 

Redaksi hafiz alim  secara langsung memberikan penjelasan tentang konsep dan prinsip-prinsip wakalah, yaitu  mekanisme audit pertanggungjawaban kewenangan, syarat kecakapan wakil, serta larangan penyalahgunaan. 

4) Ayat (d)  Yusuf 12:93 (Wakil Pengiriman Baju Sebagai Wasilah)
Redaksi ayat: اِذْ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا ۚوَأْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ, Pergilah kamu dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat (kembali); dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku, merupakan ayat umum yang bisa dijadikan sebagai dalil wakalah. 
Perintah Yusuf agar bajunya diusapkan ke wajah Yakub dan kemudian membawa seluruh keluarga ke Mesir menunjukkan dua hal relevan bagi wakalah:  
1. Penggunaan medium yang ditetapkan oleh pemberi mandat untuk mencapai tujuan tertentu dalam hal ini muwakkil (Yusuf, atau dalam konteks keluarga, Yusuf yang memberi instruksi) memberi petunjuk operasional kepada wakil/utusan (saudara-saudaranya) untuk membawa pakaian itu dan bertindak menurut instruksi; 
2. Sifat delegasi yang meliputi tindakan yang bersifat medis/psiko-sosial yang harus dijalankan dengan kehati-hatian. Tafsir-tafsir menekankan bahwa benda (baju) di sini bukan penyebab mandiri tetapi wasilah yang dijalankan atas mandat tertentu, dan pelaksanaannya oleh utusan merupakan contoh praktis delegasi yang bermoral dan amanah. 
Ayat ini juga secara  tidak langsung juga berkaitan dengan implikasi praktis wakalah, klarifikasi mandat (apa yang harus dilakukan: meletakkan baju pada wajah), batas tanggung jawab wakīl (melaksanakan instruksi tanpa menambah syarat lain), dan pengaturan hasil (membawa seluruh keluarga bila tujuan tercapai). 
b. Implikasi Hukum dari Penafsiran Ayat-Ayat Wakalah
Ayat-ayat QS. An-Nisā’ 4:35; Al-Kahf 18:19; Yusuf 12:55; Yusuf 12:93 sebagaimana dijelaskan diatas, walaupun secara lafaz tidak selalu memuat istilah wakalah, atau seakar kata dengan w.k.l (وكل), secara tidak langsung mengandung praktik delegasi, pengutusan utusan, dan penyerahan tugas yang dalam ushul fiqh dan fiqh merupakan sumber normatif bagi konsep perwakilan (wakalah) dalam muamalah.  Di antara unsur wakalah ari ayat-ayat di atas adalah: 
1. Pihak pemberi mandat/kuasa (muwakkil), ayat An-Nisâ’ (suami/istri sebagai pihak yang bersengketa) dan kisah Ashâb al-Kahf (kelompok pemuda yang mengutus salah seorang). Unsur ini menunjukkan ada subjek yang menyerahkan wewenang.
2. Pihak penerima mandat/kuasa (wakîl/utusan), disebutkan secara eksplisit sebagai “utusan”/“penengah”/“salah seorang di antara kamu” yang diberi tugas. Peran wakîl dalam konteks ini mencakup kewenangan bertindak atas nama muwakkil. 
3. Objek dan cakupan mandat (mawḍū‘ al-wakalah) atau dalam fiqh disebut al-muwakkal bih (objek yang diwakilkan) jelas atau dapat dialami secara operasional. Dalam fiqh, kejelasan objek perwakilan itu menjadi syarat sahnya tindakan wakil, yakni: 
a. Mediasi/islâḥ (Qs. An-Nisā’ 4:35)
b. Pembelian/penyediaan bekal (Al-Kahf 18:19), 
c. Pengelolaan perbendaharaan negara (Yusuf 12:55), 
d. Pelaksanaan tindakan khusus sebagai wasîlah untuk tujuan obat rindu/pengobatan  (Yusuf 12:93). 
4. Syarat wakil, ditegaskan oleh frasa حَفِيظٌ عَلِيمٌ (ḥafīẓ ‘alīm) dalam kisah Yusuf yang menuntut integritas dan ilmu sebagai syarat kepantasan menempati posisi wakalah. Indikator kapabilitas teknis dan moral, menjadi sangat penting.

C, Hadis-Hadis Tentang Wakalah
1. Kumpulan Hadits-hadits Wakalah
Ada banyak hadis yang berkaitan dengan wakalah, –baik langsung maupun tidak langsung, umum atau khusus –tetapi dalam tulisan ini hanya dibahas tiga hadis  saja, sebab keterbatasan tulisan ini, yakni  hadis wakalah dalam jual beli, wakalah dalam pelunasan hutang, dan wakalah dalam akad nikah. 
a.Hadis Wakalah dalam Jual Beli
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيه
Dari ‘Urwah al-Bāriqī ra., bahwa Rasulullah Saw memberikan kepadanya satu dinar untuk membeli seekor kambing. Dengan uang itu, ia membeli dua ekor kambing, lalu menjual salah satunya dengan harga satu dinar, dan datang kepada Nabi SAW dengan membawa seekor kambing dan satu dinar. Maka Rasulullah SAw mendoakannya agar diberkahi dalam perniagaannya. Seandainya ia membeli tanah, niscaya ia akan mendapat keuntungan darinya.[ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Buyū‘, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Juz 4, h. 303.]

b.Hadis Wakalah dalam Pelunasan Hutang
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً
Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Seorang laki-laki mempunyai piutang seekor unta kepada Rasulullah Saw, lalu ia datang untuk menagihnya dengan cara yang agak kasar. Para sahabat pun hendak menanganinya (menegur atau menghukum laki-laki itu). Namun Rasulullah Saw bersabda: Biarkan dia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara (menuntut haknya). Kemudian mereka berkata: Wahai Rasulullah, kami tidak mendapatkan unta kecuali yang lebih tua (lebih baik dari yang ia berikan dahulu). Rasulullah Saw bersabda: Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.[ Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Istiqrāḍ (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Juz 3, h. 87.]

c.Hadis Wakalah dalam Akad Nikah

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ، وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَا لَهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.
Abū Bakr bin Abī Shaybah dan Zuhayr bin Ḥarb telah menceritakan kepada kami; keduanya berkata: Wakī‘ telah menceritakan kepada kami, dari Sufyān, dari Abī Ḥuṣayn, dari Abī Ṣāliḥ, dari Sulaimān bin Yasār, bahwa Rasulullah mengutus Abū Rāfi‘ dan seorang laki-laki dari kaum Anṣār, lalu keduanya menikahkan beliau dengan Maimūnah bint al-Ḥārith, sedangkan Rasulullah Saw berada di Madinah sebelum beliau berangkat (ke Makkah).[ Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Ḥajj, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 2007), h. 1010.]

2.Analisis Sanad dan Matan Hadis-Hadis Wakalah
a. Kritik Sanad Hadis Wakālah dalam Jual Beli
(Hadis ‘Urwah al-Bāriqī)
Struktur Sanad
إِسْمَاعِيل → مَالِك → هِشَام بْن عُرْوَة → أَبِيهِ (عُرْوَة بْن الزُّبَيْر) → عُرْوَة بْن أَبِي الْجَعْد الْبَارِقِي → النَّبِي ﷺ
Analisis Rijāl al-Sanad
1.Ismā‘īl
Yang dimaksud adalah Ismā‘īl bin Abī Uways atau Ismā‘īl bin Ja‘far, keduanya merupakan perawi tsiqah dalam periwayatan dari Mālik. Riwayat ini diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, yang menunjukkan penerimaan otoritatif atas identitas dan ke-tsiqah-annya.
2.Mālik bin Anas (w. 179 H)
Imam Dār al-Hijrah, disepakati ke-tsiqah-annya (muttafaq ‘alā thiqatih), hujjah dalam hadis, dan tidak diperselisihkan kredibilitasnya.[ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Tahdhīb al-Tahdhīb, Juz 10 (Beirut: Dār al-Fikr), hlm. 5.]
3.Hishām bin ‘Urwah (w. 146 H)
Perawi tsiqah tsabat, meskipun sebagian ulama mencatat adanya perubahan hafalan di akhir usia, namun periwayatannya dari ayahnya (‘Urwah bin al-Zubayr) termasuk riwayat lama yang paling kuat.[ al-Dzahabī, Siyar A‘lām al-Nubalā’, Juz 6 (Beirut: Mu’assasah al-Risālah), hlm. 36.]
4.‘Urwah bin al-Zubayr (w. 94 H)
Seorang tābi‘ī besar, faqīh Madinah, dan perawi tsiqah menurut ijma‘ ulama jarḥ wa ta‘dīl.
5.‘Urwah bin Abī al-Ja‘d al-Bāriqī (ṣaḥābī)
Termasuk sahabat Nabi ﷺ. Kaidah ulama hadis menyatakan bahwa seluruh sahabat adalah ‘udūl, sehingga tidak diperlukan penelitian jarḥ wa ta‘dīl lebih lanjut.⁵
Sanad hadis ini muttasil, seluruh perawinya tsiqah, dan tidak mengandung ‘illah maupun syudzūż. Oleh karena itu, hadis ini berderajat ṣaḥīḥ, bahkan diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.
b. Kritik Sanad Hadis Wakālah dalam Pelunasan Utang
(Hadis Abū Hurairah)

Struktur Sanad
‘Abdullāh bin Yūsuf → Mālik → Zayd bin Aslam → ‘Aṭā’ bin Yasār → Abū Hurairah → Nabi ﷺ
Analisis Rijāl al-Sanad[ Ibn Ḥajar, Tahdhīb al-Tahdhīb, Juz 5, hlm. 215.]
1.‘Abdullāh bin Yūsuf al-Tinnīsī (w. 218 H)
Perawi tsiqah tsabat, salah satu perawi utama Imam al-Bukhārī dari Mālik.
2.Mālik bin Anas
Telah dijelaskan ke-tsiqah-annya di atas.
3.Zayd bin Aslam (w. 136 H)
Tabi‘ī tsiqah, faqīh Madinah, dinilai tsiqah oleh Aḥmad, Ibn Ma‘īn, dan al-Nasā’ī.
4.‘Aṭā’ bin Yasār (w. 103 H)
Seorang tābi‘ī besar, tsiqah dan ahli ibadah, termasuk perawi yang kuat dalam sanad Madani.
5.Abū Hurairah (ṣaḥābī)
Sahabat Nabi ﷺ yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan keadilannya disepakati ulama.¹
Sanad hadis ini ṣaḥīḥ li-dhātih, muttasil, dan seluruh perawinya tsiqah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, sehingga berstatus muttafaq ‘alayh.
c. Kritik Sanad Hadis Wakālah dalam Akad Nikah
(Hadis Pernikahan Maimūnah)
Struktur Sanad
Abū Bakr bin Abī Shaybah & Zuhayr bin Ḥarb → Wakī‘ → Sufyān → Abū Ḥuṣayn → Abū Ṣāliḥ → Sulaimān bin Yasār → Nabi ﷺ
Analisis Rijāl al-Sanad[ Ibn Ḥajar, Tahdhīb al-Tahdhīb, Juz 4, hlm. 111.]
1.Abū Bakr bin Abī Shaybah & Zuhayr bin Ḥarb
Keduanya adalah imam hadis besar, tsiqah tsabat, dan termasuk guru utama Imam Muslim.
2.Wakī‘ bin al-Jarrāḥ (w. 197 H)
Imam besar dalam hadis, hafizh, tsiqah, dan hujjah.
3.Sufyān al-Thawrī (w. 161 H)
Imam mujtahid dan perawi tsiqah tsabat. Riwayatnya menjadi hujjah mutlak.
4.Abū Ḥuṣayn al-Asadī (w. 136 H)
Tsiqah, namun dikenal memiliki kecenderungan irsāl dalam sebagian riwayat. Namun dalam sanad ini ia meriwayatkan secara jelas (‘an) dari Abū Ṣāliḥ.
5.Abū Ṣāliḥ
Dinilai tsiqah oleh jumhur ulama, meskipun terdapat perbedaan tentang identitas spesifiknya, namun tidak memengaruhi kesahihan sanad.
6.Sulaimān bin Yasār (w. 107 H)
Tabi‘ī besar, faqīh Madinah, dan perawi tsiqah.
Kesimpulan Sanad
Hadis ini memiliki sanad ṣaḥīḥ, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak terdapat perawi majhūl atau matrūk, sehingga hadis ini dapat dijadikan hujjah dalam penetapan kebolehan wakālah dalam akad nikah.
b. Isi matan Hadis
1. Hadis Wakalah Jual Beli
Ada bebarapa poin yang bisa ditarik dari matan hadis di atas, yaitu: 
1. Matan hadis ini menunjukkan praktik wakalah secara implisit dan langsung.  Rasulullah SAW menyerahkan modal (satu dinar) kepada ‘Urwah untuk dibelanjakan sesuai tujuan tertentu (membeli kambing). Dalam fiqh muamalah, tindakan ini adalah bentuk taukīl (توكيل), yakni menyerahkan wewenang kepada orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa.
2. ‘Urwah menunjukkan efisiensi modal dengan membeli dua kambing menggunakan satu dinar. Artinya, wakalah dapat dijalankan dengan strategi yang sah, selama tujuan awal tidak dilanggar dan manfaat bagi pemberi kuasa tetap terjaga.
3. Doa Nabi SAW untuk keberkahan menekankan dimensi etis dan spiritual dalam perniagaan. Ini menunjukkan bahwa transaksi wakalah bukan sekadar finansial, tetapi juga memerlukan integritas, niat baik, dan perhatian terhadap keberkahan hasil usaha.

b.Hadis Wakalah Pelunasan Hutang
Matan hadis ini tidak langsung membahas akad wakalah, tetapi tindakan sahabat yang menyerahkan unta terbaik kepada pemilik hak menunjukkan praktik penyerahan tanggung jawab dan pelaksanaan amanah, yang prinsipnya sama dengan wakalah. Hal ini menekankan bahwa wakil atau pengelola harta harus bertindak dengan amanah dan adil sesuai tujuan pemilik hak.
c.Hadis Wakalah Akad Nikah
Hadis ini menunjukkan praktik wakalah (penyerahan kuasa) dalam konteks pernikahan. Rasulullah Saw mengutus Abu Rafi’ dan seorang lelaki dari kalangan Anshar untuk menikahkan beliau dengan Maimuna binti al-Harith. Ini mencerminkan bahwa dalam fiqh muamalah (pernikahan), seseorang dapat mewakilkan orang lain untuk melaksanakan akad nikah atas namanya, yang dikenal dengan istilah taukīl (توكيل). Pernikahan Rasulullah Saw dengan Maimuna binti al-Harith melalui wakalah ini juga menegaskan bahwa dalam hukum Islam, pernikahan yang sah tidak selalu memerlukan kehadiran langsung dari pihak yang menikah, asalkan syarat-syarat dan rukun nikah dipenuhi. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pernikahan, terutama dalam situasi tertentu yang memungkinkan penggunaan wakalah.
d.Meteri Hukum dari Hadis-Hadis Wakalah
Tiga hadis di atas secara spesifik membahasa tentang wakalah sebagai akad, baik itu dalam konteks jual beli, pelunasan hutang maupun dalam akad nikah. Dengan demikian, ini adalah dalil khusus, dalil yang secara langsung bebicara tentang objek dalil, yang dalam hal ini adalah wakalah. 
Hadis pertama adalah  landasan kebolehan wakālah dalam transaksi jual beli, di mana seseorang dapat mewakilkan pembelian barang kepada orang lain. Rasulullah Saw memberikan satu dinar kepada ʿUrwah al-Bāriqī untuk membeli seekor kambing, namun ʿUrwah melakukan tindakan ijtihad ekonomi dengan membeli dua ekor kambing, menjual salah satunya, dan mengembalikan satu kambing serta satu dinar kepada Rasulullah. Rasulullah Saw tidak menolak tindakan tersebut, bahkan mendoakan keberkahan bagi ʿUrwah. 
Dalam fiqh, peristiwa ini menunjukkan bahwa:
1. Wakalah dalam jual beli diperbolehkan karena termasuk akad tabarru‘ (tolong-menolong) yang sah dengan adanya ijāb dan qabūl.[ Wahbah al-Zuḥaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 3870.]
2. Wakil (orang yang diberi kuasa) memiliki kewenangan bertindak dalam batas kemaslahatan pihak yang mewakilkan.
3. Keuntungan yang timbul dari inisiatif wakil yang menguntungkan pihak muwakkil (pemberi kuasa) adalah halal dan diperbolehkan, karena termasuk tindakan maslahat.[ Abū Isḥāq al-Shīrāzī, al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1995), hlm. 192.]
Hadis kedua, hadis ini menggambarkan wakalah dalam pembayaran atau pelunasan hutang (qaḍā’ al-dayn). Rasulullah Saw memerintahkan para sahabat untuk memberikan unta yang lebih baik kepada orang yang menagih piutang, meskipun jenisnya lebih tinggi dari utang yang semula. Tindakan Rasulullah ini menunjukkan bahwa seseorang boleh mewakilkan orang lain untuk membayar utang selama dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai syariat.
Dari aspek hukum, hadis ini mengandung beberapa prinsip:
1. Kebolehan wakalah dalam pelunasan hutang, karena sahabat melaksanakan perintah Rasulullah Saw untuk menyerahkan unta sebagai bentuk perwakilan.
2. Anjuran berbuat ihsan dalam membayar utang, yaitu membayar lebih baik daripada yang diterima tanpa syarat, sehingga tidak termasuk riba.
3. Dalam konteks hukum perdata Islam, wakil yang ditunjuk untuk membayar hutang bertindak atas nama dan tanggung jawab muwakkil, dan pelunasan oleh wakīl dianggap sah apabila dilakukan sesuai mandat.[ Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 5 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1379 H), hlm. 60–61.]
Hadis ketiga, hadis ini menjadi dalil sahnya wakālah dalam akad nikah, di mana Rasulullah Saw mengutus Abū Rāfiʿ dan seorang Anṣhari untuk menikahkan beliau dengan Maimūnah bint al-Ḥārith. Rasulullah Saw tidak hadir secara langsung dalam akad, namun akad tersebut sah karena dilakukan oleh wakil yang diberi mandat jelas.
Dari segi hukum, hadis ini menunjukkan:
1.Wakalah dalam akad nikah adalah sah, baik untuk pihak laki-laki maupun perempuan (maksudnya adalah wali), selama wakīl memiliki izin yang jelas dari muwakkil.[ Al-Nawawī, al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 9 (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 2000), hlm. 206.] 
Wakil dalam nikah harus menyebutkan nama pihak yang diwakilkan dalam akad agar terjadi kesesuaian ijāb dan qabūl.[ Wahbah al-Zuḥaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 179.]

E. Istinbat Al-Ahkam Ayat Dan Hadis Wakalah
Berdasarkan pemaparan konseptual mengenai wakālah serta analisis terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi ﷺ yang berkaitan dengannya, dapat dilakukan proses istinbāṭ al-aḥkām untuk merumuskan ketentuan hukum wakālah dalam Islam secara sistematis dan argumentatif. Istinbāṭ ini bertumpu pada pendekatan bayānī terhadap nash, penggalian makna implisit (dalālah al-iltizām), serta penguatan melalui praktik Nabi ﷺ dan ijmā‘ fuqahā’.
Secara prinsipil, wakālah merupakan akad yang mubāḥ (boleh) dan masyrū‘ (disyariatkan) dalam Islam. Kebolehan ini tidak hanya ditetapkan melalui dalil khusus berupa hadis-hadis eksplisit tentang wakālah, tetapi juga melalui dalil-dalil umum al-Qur’an yang mengandung praktik pendelegasian, pengutusan, dan penyerahan mandat. Dalam ushul fiqh, bentuk penunjukan pihak ketiga untuk menjalankan suatu urusan atas nama pihak lain termasuk dalam kategori taṣarrufāt al-niyābah, yaitu perbuatan hukum yang sah dilakukan melalui perwakilan.
Ayat QS. al-Nisā’ [4]: 35, meskipun secara lafaz tidak menggunakan redaksi wakālah, mengandung legitimasi syar‘i atas mekanisme perwakilan dalam bentuk penunjukan dua orang ḥakam sebagai agen mediasi keluarga. Perintah fa-b‘athū ḥakamān menunjukkan kebolehan bahkan anjuran penggunaan wakil untuk menyelesaikan konflik, dengan syarat mandatnya jelas dan bertujuan mewujudkan ishlāḥ. Dari ayat ini dapat diistinbath bahwa wakālah sah dalam urusan non-material seperti mediasi, rekonsiliasi, dan negosiasi, serta bahwa objek wakālah tidak terbatas pada transaksi harta semata.
QS. al-Kahf [18]: 19 memperkuat legitimasi wakālah dalam ranah mu‘āmalah komersial. Praktik Ashḥāb al-Kahf yang mengutus salah seorang dari mereka dengan membawa uang untuk membeli makanan mengandung unsur-unsur wakālah secara sempurna, yaitu adanya pemberi kuasa kolektif, penerima kuasa, objek mandat yang jelas (pembelian makanan), serta kewajiban kehati-hatian dan pelaporan. Dalam perspektif fikih, ayat ini menjadi dalil umum atas kebolehan wakālah dalam jual beli, bahkan menjadi dasar analogis (qiyās) bagi wakālah dalam transaksi modern.
Adapun QS. Yūsuf [12]: 55 mengandung dimensi istinbāṭ yang lebih luas, yakni wakālah dalam pengelolaan publik dan harta negara. Permintaan Nabi Yusuf untuk mengelola perbendaharaan Mesir menunjukkan bahwa wakālah tidak terbatas pada hubungan privat, tetapi juga berlaku dalam struktur administrasi negara. Frasa ḥafīẓ ‘alīm menjadi dasar normatif penetapan syarat wakīl, yakni integritas (amānah) dan kompetensi (‘ilm). Dalam fikih, ayat ini dijadikan hujjah bahwa wakil wajib memenuhi kecakapan moral dan profesional agar akad wakālah sah dan berfungsi optimal.
Sementara itu, QS. Yūsuf [12]: 93 menegaskan dimensi teknis dan operasional wakālah. Perintah Yusuf kepada saudara-saudaranya untuk membawa bajunya dan melakukan tindakan tertentu sesuai instruksi menunjukkan bahwa wakil wajib bertindak sesuai mandat tanpa melampaui atau menguranginya. Ayat ini menguatkan prinsip bahwa wakālah mensyaratkan kejelasan instruksi, batas tanggung jawab wakil, serta orientasi pada tujuan yang telah ditetapkan muwakkil.
Dalil-dalil al-Qur’an tersebut diperkuat oleh hadis-hadis sahih yang secara eksplisit membahas wakālah. Hadis ‘Urwah al-Bāriqī menetapkan kebolehan wakālah dalam jual beli serta memberikan legitimasi terhadap ijtihad wakil selama menguntungkan muwakkil dan tidak menyimpang dari tujuan mandat. Dalam fikih, hadis ini menjadi dasar bahwa keuntungan yang diperoleh dari kreativitas wakil adalah sah dan halal, serta bahwa wakil memiliki ruang diskresi selama berada dalam koridor maslahat.
Hadis pelunasan hutang dari Abu Hurairah ra. mengandung prinsip wakālah dalam pembayaran kewajiban. Tindakan para sahabat yang melaksanakan perintah Nabi ﷺ untuk membayar hutang dengan kualitas lebih baik menunjukkan bahwa pelaksanaan mandat oleh wakil dianggap sah dan mengikat muwakkil. Selain itu, hadis ini menegaskan bahwa wakālah dapat mencakup tindakan yang bernilai ihsān, selama tidak disyaratkan di awal dan tidak mengandung unsur riba.
Hadis pernikahan Maimūnah bint al-Ḥārith merupakan dalil khusus yang sangat kuat tentang sahnya wakālah dalam akad nikah. Pengutusan Abū Rāfi‘ dan seorang Anṣārī oleh Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa kehadiran langsung pihak yang menikah bukan syarat mutlak sahnya akad, selama ijāb dan qabūl dilakukan oleh wakil yang sah dan mandatnya jelas. Fuqahā’ menjadikan hadis ini sebagai landasan ijmā‘ kebolehan wakālah dalam nikah, baik bagi calon suami maupun wali perempuan.
Berdasarkan keseluruhan dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakālah merupakan akad yang disyariatkan secara kuat dalam Islam dengan implikasi hukum sebagai berikut: 
a) wakālah hukumnya boleh dan sah dalam seluruh urusan yang dapat digantikan; 
b) wakālah mensyaratkan kejelasan pihak, objek, dan mandat; 
c) wakil wajib amanah dan kompeten; 
d) tindakan wakil mengikat muwakkil selama sesuai mandat; dan  wakālah dapat bersifat tidak mengikat (jā’izah) atau mengikat (lāzimah) apabila disertai ujrah. Kesimpulan ini sejalan dengan rumusan para fuqahā’ lintas mazhab dan menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengatur mekanisme perwakilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keluarga. .

D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan konseptual, analisis tekstual ayat-ayat al-Qur’an, kajian hadis, serta proses istinbāṭ al-aḥkām yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa wakālah merupakan akad mu‘āmalah yang disyariatkan secara kuat dalam Islam, baik melalui dalil umum al-Qur’an maupun dalil khusus berupa hadis-hadis sahih Nabi Muhammad ﷺ. Meskipun lafaz wakālah tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam ayat-ayat al-Qur’an, praktik pendelegasian, pengutusan, dan perwakilan yang termuat di dalamnya memberikan legitimasi normatif yang jelas terhadap konsep wakālah dalam hukum Islam.
Dari sisi terminologis dan fikih, wakālah adalah akad pendelegasian wewenang dari pihak pemberi kuasa (muwakkil) kepada pihak penerima kuasa (wakīl) untuk melaksanakan suatu urusan tertentu yang secara hukum dapat diwakilkan. Akad ini dibangun atas dasar kerelaan (tarāḍin), kejelasan mandat, serta kesepakatan kedua belah pihak melalui ijāb dan qabūl. Wakālah dapat bersifat tabarru‘ (tanpa imbalan) maupun mu‘āwaḍah (dengan ujrah), dengan implikasi hukum yang berbeda terkait sifat mengikatnya akad tersebut.
Analisis terhadap ayat QS. al-Nisā’ [4]: 35, QS. al-Kahf [18]: 19, QS. Yūsuf [12]: 55, dan QS. Yūsuf [12]: 93 menunjukkan bahwa al-Qur’an mengakui dan membenarkan praktik perwakilan dalam berbagai ranah kehidupan, mulai dari mediasi keluarga, transaksi ekonomi, pengelolaan publik, hingga pelaksanaan instruksi teknis tertentu. Ayat-ayat tersebut mengandung unsur-unsur esensial wakālah, seperti adanya pemberi mandat, penerima mandat, objek yang jelas, serta tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat dijadikan sebagai dalil umum (dalīl ‘āmm) bagi kebolehan wakālah dalam mu‘āmalah.
Legitimasi tersebut diperkuat oleh hadis-hadis sahih yang secara eksplisit membahas wakālah, baik dalam jual beli, pelunasan hutang, maupun akad nikah. Hadis ‘Urwah al-Bāriqī menetapkan kebolehan wakālah dalam transaksi jual beli serta memberikan ruang diskresi kepada wakil selama bertindak dalam koridor maslahat dan tidak menyimpang dari tujuan muwakkil. Hadis pelunasan hutang menegaskan bahwa pelaksanaan mandat oleh wakil mengikat muwakkil dan dibenarkan secara syar‘i, bahkan dianjurkan untuk disertai dengan sikap ihsān. Sementara itu, hadis pernikahan Maimūnah bint al-Ḥārith menjadi dalil khusus yang kuat tentang sahnya wakālah dalam akad nikah, serta menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam pelaksanaan akad-akad formal.
Dari keseluruhan dalil dan analisis tersebut, dapat dirumuskan bahwa wakālah hukumnya boleh (mubāḥ) dan sah dalam setiap urusan yang dapat digantikan, dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat akad, kejelasan mandat, serta kecakapan moral dan profesional wakil. Wakil wajib bersifat amanah dan kompeten, sebagaimana ditegaskan oleh prinsip ḥafīẓ ‘alīm, dan setiap tindakan wakil mengikat muwakkil selama dilakukan sesuai dengan mandat yang diberikan. Dengan demikian, wakālah mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam mengatur mekanisme perwakilan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun keluarga, tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab hukum.



DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Al Yasa’.a Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, 2016.
Al-Bujairamī. Ḥāsyiyah al-Bujayramī ‘alā al-Khaṭīb. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
Al-Juwaynī, Abū al-Ma‘ālī. al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
Al-Kaf, Ḥasan bin Aḥmad bin Muḥammad. Taqrīrāt al-Sadīdah fī al-Masā’il al-Mufīdah. Juz 2. Riyadh: Dār al-Mīrāth al-Nabawī, 2013.
Al-Khaṭīb al-Syarbīnī, Muḥammad. Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāẓ al-Minhāj. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
Al-Khīn, Muṣṭafā, al-Bughā, Muṣṭafā, dan al-Syarbajī, ‘Alī. Al-Fiqh al-Manhajī ‘alā Madhhab al-Imām al-Syāfi‘ī. Juz III. Beirut: Dār al-Qalam, 1992.
Al-Nawawī. al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim. Juz 9. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2000.
Al-Qurṭubī. al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān. Juz IX. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī. Rawā’i‘ al-Bayān: Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān. Juz I. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
Al-Shīrāzī, Abū Isḥāq. al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām al-Shāfi‘ī. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far. Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān. Juz 8. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2000.
Al-Zuḥaylī, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj. Juz 5, 12. Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.
Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.
Ibn al-‘Arabī. Aḥkām al-Qur’ān. Juz II–III. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. Fatḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Juz 5. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H.
Tahdhīb al-Tahdhīb. Juz 10. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
Ibn Kathīr. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm. Juz 5. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
Muslim ibn al-Ḥajjāj. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 2007.
Al-Dzahabī. Siyar A‘lām al-Nubalā’. Juz 6. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, t.t.


image1.jpeg
lipkiic FU (ks





